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a. bahwa untuk memperlancar penyelesaian ganti kerugian 
Negara/ Daerah terhadap Bendahara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien maka diperlukan tata cara 
penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Wonogiri tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah Terhadap Bendahara; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
PerBendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

TERHADAPBENDAHARA 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 42 TAHUN 2018 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINS! JAW A TENG AH 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan; 

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara Terhadap Bendahara; 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Norn or 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4335); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Sadan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah 

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

KERUGIAN TATA CARA PENYELESAIAN GANT! 

NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 

tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nornorl 18) Sebagairnana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tarnbahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160); 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD 

adalah Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. 

7. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Wonogiri. 

8. Kerugian Negara /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. 

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan 

atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan dan 

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 

Negara/Daerah. 

10. Tuntutan PerBendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu 

tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya 

terdapat kekurangan perSendaharaan dan kepada Bendaharawan yang 

bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 

11. Tim Penyelesian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat 

TPKN / D adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian 

Negara/Daerah. 

12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat 

SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau 

pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian 

Negara/Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian 

Negara/Daerah dimaksud. 

13. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebananan penggantian sementara 

atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita 

jaminan (dalam hal penyelesian kerugian terhadap Bendahara). 

14. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan 

oleh SPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan 

penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara. 

15. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan 

oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti 

kerugian Negara/Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. 

16. Perhitungan ex officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat 

yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik 
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Pasal4 

(1) Bupati membentuk TPKN/D untuk menyelesaikan kerugian Negara/Daerah 
yang dilakukan oleh Bendahara. 

(2) TPKN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua; 
b. Inspektur Daerah selaku Wakil Ketua I; 
c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II; 
d. Kepala BPKD selaku Sekretaris; 
e. Personil lain yang berasal dar unit kerja di bidang pengawasan, 

keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai 
anggota; 

(3) Guna mendukung TPKN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
Sekretariat TPKN/D yang berkedudukan di BPKD. 

BAB IV 
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

Bagian Kesatu 
TPKN / D 

Pasal 3 
Informasi tentang kerugian Negara/Daerah bersumber dari: 
1. hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional intern dan aparat 

pengawasan fungsional ekstern; 
2. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala 

satuan kerja; 
3. laporan tertulis yang bersangkutan; 
4. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab; 
5. Perhitungan ex officio; 

BAB III 
INFORMASI KERUGIAN NEGARA 

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian 
Negara/ Daerah terhadap Bendahara di lingkungan pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara yang berada 

dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia. 
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Pasal 7 
Bupati menugaskan TPKN /D untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian 
Negara/ Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. 

Pasal6 
( 1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap 

kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dan memberitahukan BPK paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara/ Daerah diketahui. 

(2) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara 

Pemeriksaan Kas/Barang. 
(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 

Bagian Kedua 
Prosedur Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

Pasal 5 

(1) TPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu 

Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Negara/Daerah terhadap 

Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, TPKN/D menyelenggarakan fungsi 

untuk: 
a. menginventarisasi kasus kerugian Negara/ Daerah yang diterima; 

b. menghitung jumlah Kerugian Negara / Daerah; 

c. mengumpulkan dan melaksanakan verifikasi bukti-bukti pendukung 

bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian 

Negara/ Daerah; 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan 

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara / Daerah; 

e. menyelesaikan Kerugian Negara dan/atau Daerah melalui SKTJM; 

f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian 
Negara/Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 
menetapkan pembebanan sementara; 

g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara / Daerah; 
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara I 

Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK. 
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Pasal 10 
(1) TPKN/D harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak memperoleh penugasan dari Bupati. 
(2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara 

dari jabatannya. 

Pasal 9 
(1) TPKN/D melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen antara lain: 

a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang 
melaksanakan fungsi keBendaharaan; 

b. berita acara pemeriksaan kas/barang; 
c. register penutupan buku kas/barang; 
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan 

dari pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 
f. foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang 

memuat adanya kekurangan kas; 
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara dan/ a tau 

daerah mengand ung indikasi tindak pidana; 
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam 

hal Kerugian Negara / Daerah terjadi karena pencurian atau 
perampokan; 

i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. 
(2) TPKN/D mencatat Kerugian Negara /Daerah dalam daftar kerugian 

Negara/ Daerah. 
(3) Bentuk daftar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana Lampiran II. 

Pasal 8 
(1) Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dapat dilakukan oleh Tim Ad Hoc 

maupun TPKN /D. 
(2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh Kepala SKPD 

untuk melakukan verifikasi Kerugian Negara/Daerah pada SKPD yang 

bersangkutan. 
(3) Hasil verifikasi Tim Ad Hoc oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Bupati 

dengan tembusan TPKN/D untuk diproses lebih lanjut. 

BABY 

VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 



Pasal 13 

(1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lama 

40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. 

(2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Negara/ Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), TPKN/D mengembalikan bukti kepemilikan barang 

dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). 
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Pasal 12 
(1) Bupati memerintahkan TPKN/D mengupayakan agar Bendahara bersedia 

membuat dan menandatangani SKT JM paling lam bat 7 (Tujuh) hari setelah 

menerima surat BPK. 
(2) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan 

wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN/D, antara lain dalam bentuk 

dokumen-dokumen sebagai berikut: 

a. bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama 

Bendahara; 
b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan 

lain dari Bendahara. 
(3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik 

kembali. 
(4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta 

kekayaan yangdijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan. 

(4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai 

dengan Lampiran III. 

BAB VI 
SKTJM 

Pasal 11 

( 1) TPKN / D melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi 

Kerugian Negara/ Daerah dan menyampaikan kepada Bupati. 

(2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara / Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari 

sejak diterima dari TPKN/D dengan dilengkapi dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1). 

(3} Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti 

ditetapkan oleh masing-rnasing unit kerja sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran IV. 

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin 

pengembalian Kerugian Negara/Daerah, Bupati mengeluarkan Surat 

Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKT JM. 

(2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada 

BPK. 

Pasal 18 

BAB VII 

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH SEMENTARA 

Pasal 17 

Dalam hal kasus Kerugian Negara/Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan 

dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian 

secara suka rela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di 

hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 

Pasal 16 
Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) BPK mengeluarkan rekomendasi kepada 

Bupati agar kasus kerugian Negara/Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian 

Negara/ Daerah. 

Pasal 15 
(1) TPKN/D melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui 

SKTJM atau surat pemyataan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah 

kepada Bupati. 

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah 

melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian 

Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

menerima laporan dari TPKN/0. 

Pasal 14 

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau 

mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan 

dan dibawah pengawasan TPKN/0. 
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Pasal 22 

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui 

atasan langsung Bendahara atau kepala SKPD Bendahara yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari 

Bendahara. 

BAB IX 

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

Pasal 21 

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam 

waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang 

tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3). 

Pasal 20 

(1) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) adalah surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan 

kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas 

tuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah. 
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala SKPD 

dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara. 

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan 

langsung Bendahara atau kepala SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 

Bendahara. 

BAB VIII 
PENETAPAN BATAS WAKTU 

Pasal 19 

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum 

untuk melakukan sitajaminan. 
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan 

oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan 

Sementara. 
(3} Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 
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Pasal 26 
(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil 

penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara/Daerah, 
maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Negara/Daerah 
melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50°10 (lima puluh persen) dari 
penghasilan tiap bulan sampai lunas. 

Pasal 25 
(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk 

pelaksanaan sita eksekusi. 
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat ( 1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti 
Kerugian Negara /Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan 
kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan 
penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. 

(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan 
penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50°10 (lima puluh persen) dari 
setiap bulan sampai lunas. 

Pasal 24 
(1) Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului. 
(2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila 

Bendahara di samping mengakibatkan Kerugian Negara/ Daerah juga 
mempunyai kewajiban pinjaman /hutang kepada pihak lain, maka prioritas 
pengembalian adalah pengembalian /pemulihan Kerugian Negara/ Daerah. 

Pasal 23 
(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib 

mengganti kerugian Negara/Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai 
ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. 
(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara/Daerah secara 

tunai, maka hart.a kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada 
Bendahara yang bersangku tan. 

BABX 

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN 

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. 
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Pasal 30 
(1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsajika 

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/ Daerah 

BAB XIII 
KADALUW ARSA 

Pasal 29 

( 1) Terhadap Kerugian Negara/ Daerah atas tanggung jawab Bendahara 

dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

BAB XII 
PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

Pasal 28 
(1) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

sampai dengan Pasal 25 berlaku pula terhadap kasus Kerugian 

Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan Perhitungan ex officio. 
(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti 

Kerugian Negara/Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan 

membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti 

Kerugian Negara / Daerah sebagai pengganti SKTJM. 

(3) Nilai Kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada 

pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang 

dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara. 

BAB XI 

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG BERSUMBER DARI 

PERHITUNGAN EX OFFICIO 

Pasal 27 

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat 

Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor. 

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat 

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicanturnkan bahwa yang 

bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah sehingga 

Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara 

dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah. 



Pasal 33 

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti 

tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam 

proses tuntutan penggantian kerugian negara. 

(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan 

nilai Kerugian Negara/Daerah dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka 

Kerugian Negara /Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum 

dalam Surat Keputusan Pembebanan. 
(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk 

penggantian Kerugian Negara/Daerah dengan cara disetorkan ke kas 
13 

Pasal 32 
Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah 

dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan 

oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. 

BAB XV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 31 
( 1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian 

Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
(2) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan 

kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

BAB XIV 
SANKS I 

atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian 

Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. 

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh 

hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak 

keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara 

atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak 

diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian 

Negara/Daerah. 
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DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 42 

pada tanggal 16 Aguat us 

BUPATI WONOGIR(! 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 16 Agustus 2018 

Pasal 35 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

BAB XVII 
KETENTUANPENUTUP 

(1) Bupati membentuk TKPN/D sebagaiman climaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak cliundangkankannya peraturan ini. 

(2) Selama TPKN/D belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara/Daerah 
dilaksanakan Inspektorat dengan berpedoman pada tata cara yang diatur 

dalam peraturan ini. 

BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

negara/daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan cliperhitungkan 

sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas 

negara/ daerah. 



BUPATI WONOGIRl/ 

Petunjuk Pengisian : 
1 l Diiai dengan nama Organisas1/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang 
2) Diisi dengan tindakan·tindkan pengamanan yang telah dilakukan,antara lain: penyegelan Brankas 

penutupan Buku Kas Umum,dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register 
Penutupan Kas serta laporan kepada Aparat yang berwenang 

3) Diisi dengan narna .jabatandan NIP atasan langsung/Kepala Kantor. 

*) Coret yang tidak perlu 
NIP.··········································· 

Atasan langsung/Kepala Kantor 3) 

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. 

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya 

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang /barang dimaksud 
bersama ini kami lampirkan : 
a Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang 
b. Register Penutupan Kas; 
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; 
d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan berangkutan; 
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). 

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang / barang Yang dilakukan oleh 
Bendahara penerimaan/Bendahara barang *) an . 
NIP yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan 
uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp . 
( dengan huruf ). 

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut,ti.ndakan yang telah kami ambil 
adalah: 
1. 2) } 
2 . 

Kepada: 
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia 
Di 
Jakarta 

Pemberitahuan terjadinya 
Kekurangan uang/ barang 

Tanggal . Nomor 
Lampiran 
Hal 

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1) 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 42 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN NEGARA / DAERAH 
TERHADAP BENDAHARA 
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Petunjuk Penguisian: 
I) Diiai dengan nomor urut 
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatakan terjadinya kerugian negara 
3) Diisi dengan No./Tgl.SKTJM/SK Pembebanan Sementara /SK Pembebanan (apabila ada) 
4) Diisi dengan uraian kaaua/tahun kejadian. 
5) Diiai dengan jumlah kerugiaan negara (dalam rupiah) 
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh inetansi dari bendahara 
7) Diiai dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6 
8) Diisi dengan jenia dan jumlah barang jaminan (apabila ada) 
9) Diiei dengan : 

Pelaksanaan SKTJM,mia,lunas tunai atau melalui penjualan barang; 
Pelakaanaan SK Pembebanan sementara ,mia,telah/belum dilakaanakan aitajaminan. 
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis,tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag) 

( ) 

Inst.ansi, 
............... , . 

No Nama No./Tgl. Uraian JmJ Jml. Sisa Jenis dan Ket.*) 
Bendahara SKTJM/ SK Kasus/ Kerugian Pembayaran/ Kerugian Jumlah 

Pembebanan Tahun Negara Angsuran s.d. (Rp) Barang 
Sementara/SK Kejadian (RP) Bulan ... Jaminan 

Pembebanan (RP) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TRIWULAN 
TAHUN 
KANTOR 

DAFTAR KERUGIAN NEGARA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 42 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN NEGARA / DAERAH 
TERHADAP BENDAHARA 
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Petwyak Pacjala : 

II Dust d=1111n idc:num, lcogkap bcodahara yang mcoaodoumpuu S1'TJM . 
.21 Diisi dcog,.w Jllmlab krn1&1BAD ocgr,ru y,mg 1t1Joth dan pcmbuatan yang dilalmllao 

Olrh bc,ndabma ""hm831J lllt'ngaltibotkan ltl)OOID\"9 kcrugUlD oqam. 
31 Ousl drnllfU• ltmpel lcantor ""9 Nrpm / Oacmb dunana unn1 lttllcebul nJmo dlllCtorknn 
·11 Dua, dengnn bnnwg-bamn1 milik bendahara y,wa d1J8(11lcno JlWUDRII oms pchlll891U) kerug1RD ......,... 
S) Dusi dcugon name tcmpa1 don tanggal S1'TJM d1tand918Dpru. 
61 Dus, dengan lllUJl8 t,empol k•t)B yang bersangkutan dan d11andn1.anpm olr-h 1Mllwu1 krl]ll. 
7) dilsl d•ngan nruna dua omna sakSI dnrl Pt,m,enkso BPK atau hoglcllDS,W wslnnsi rang bcrsangku~w )'Alli alcul 

Mcnyalmlwn pcnandotnnpoau SJ..TJM WL 

•1 coret yang tidak perlu 

Bakst - Saksi : 

~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::} 7) 

(Nama Bendahara) Kepala ( Satuan Orgarusaai] 6J 

• •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 151 

Materai cukup Mengetahu1 

Apabila dalam jangka waktu 40 ( empat puluh ) hari setelah saya menandatangani pemyataan mi temyata saya 
Tidak mengganti seluruh jurnlah kerugian tersebut,maka Negara dapat menjual atau melelang barang jamman 
terse but. 

} ., 

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetor jurnlah tersebut ke Kas Negara/Daerah •)di. dalam 
Jangka waktu 40 (empat puluh) han sejak saya menandatangaru SKTJM iru. 11 

Sebagai jaminan atas pemyataan ini, saya serahkan barang- barang beserta bukti keperrulikan dan surat kuasa 
Menjual sebagai benkut: 
l. . . 

2. ············································· 
3. ············································· 

Alamat . 
No.& Tgl.SK Pengangkatan Scbagai Bendahara : . 

Menyatakan dengan udak akan menank kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar 

Rp ( dengan huruf ) , yalmi kerugian yang disebabkan : 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Golongan 
Tcmpat/Tgl. Lahir 

Yang bertanda tangan di bawah iru: 

SURAT KETERANGAK TANGGUN'G JAWAB IIUTLAK 
(SKTJII) 

LAMPIRAN ill 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 42 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN NEGARA / DAERAH 
TERHADAP BENDAHARA 
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PfflUIJllk Peaa,auu, : 
I) Dusi dcngan nomor kcputusau )'8.DI bertaku acsuru dcngllll ketenruan yaug bcrlalcu peda lOallWlllyaug bersaagkuten. 
2) DUSJ dcagau oama iastana.1 
3) Dillll dcugan }llMlnn ynog bowcnnng mcutttJblam kcputuson 
4) Dus, dcngan unlian suiaJcat mcagcwu lakta dnn iu:-laan yang mco,-t, ..ia-n/tuJll&D/kcpeohngan/pcrtunbangllll tentang pc,rlunya 

dltc,tnpknunya keputusan mi 
5) Dusi dcugnn pcmruran pcrundang·urulaugan ""bagal dasnr bulrum J>CO&Cluaron kcpurusru, yang tingketnnnya 8'UDR atau lebih tinggi. 
6) Dml dc:ugan name jtlbatan yang berwenang mc:nc:rl>1tkan aural ktputumm pKla iasuu,s, tt:rkaiL 
7) Dhsi dengan nrunn pongka1,jaba1ru1. NIP xlaku Berulabam/ Pmgruupu/ ans/ l{clllru"gll dari &ndabam.dnn jumlab kcnagian negara yaug tc,rjodl. 
8) Dusi dengan Kctua TPKN dan oama iastansl acna name bcudaham • 
9) Dusi dcngnn tempat dan tanggnl keputusan ditetapkan. 
IO)Dus, deugan nmna kcpola ll&Juao orpnlaasi. 
I !)Dusi dengan namo-nama lllStana1 )'Dllg tt:rluut dcngan kcputuaan WL 

*) Coret :,anc Udak pert. 

( Narna ) 
Tembuan Keput ...... dlllAIDpetknn kcpada 

; Ketua Boctan P,,rnctik~ ~c~~-~-~J ~~-; } 111 
3 YRng bn'sangkuuw. 

BUPATI WONOGIRI) 101 

Ditetapkan }- 
Pada tanggal...... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 91 

: Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal dttetapkan. KETIGA 

: Menugaskan Kepada Saudara Selaku Ketua TPKN di . 
Untuk rnenagih dan merrunta kepada saudara agar menyetor ke Kas Negara/Daerah*) 
SeJumlah kerugian negara tersebut. Bl 

K.EDUA 

: Membebani penggantJan kerugian negara sementara terhadap Saudara (narna,pangkat, 
Jabatan,NIP) selaku Bendahara /Pengarnpu/Wans/Keluarga dari Bendahara*) pada . 
sebesar Rp ( dengan huruf ). 7J 

KESATU 

: Keputusan (narnajabatan yang berwenang menertibkan surat keputusan pada instansi terkait) 
tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. l>J 

Menetapkan 

MEMlll'USKAN 

. ·· .. }-,. 
: I. 

.l 
Mcngwgut 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... }- .. a. 
b. 

Mcll11Jlbang 

KEPUTUSAN 
NOMOR •) 

Ten tang 
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA 

........••..•........ ( nama mstansr ) ..............•... 21 
(namajabatan yang berwenang menertibkan surat keputusan) , '3 

LAMPIRANN 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NO MOR 42 TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANT! 
KERUGIAN NEGARA / DAERAH 
TERHADAP BENDAHARA 


